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Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur. 
2. Bupati adalah Bupati Sumba Timur. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerin tahan Dae rah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
Badan rsaha yang scluruh atau scbagian bcsar modalnya dimiliki oleh 

Daerah.~ 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN 
UMUM DAERAH AIR MINUM MATAWAI AMAHU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

dan 
BUPATI SUMBA TIMUR 

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenta.ng 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan , 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
I3adan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Numor 6173); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 
2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian 
Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris 
dan Anggota Direksi Badan U saha Milik Daerah. 
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PasaJ 3 
Maksud pendirian Perumda Air Minum Matawai Amahu ada1ah untuk 
meningkatkan kesejahferaan dan memenuhi kebutuhan air minum dan/atau 
air bcrsih masyarakat.~ 

Bagian Kesatu 
Maksud dan Tujuan 

BABill 
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP PELAYAJ~AN DAN \\i1LAYAH USAHA 

Pasal 2 
(1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Air Minum Matawai 

Amahu yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Sumba Timur Nomor 8 Tahun 1991 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu beralih menjadi 
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu, 

(2) Peralihan Status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pula kepemilikan aset 
dan/ atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah 
Air Minum Matawai Amahu, 

(3) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu berkedudukan dan 
berkantor pusat di Waingapu 

BAB II 
PENDIRIAN, STATUS DAN KEDUDUKAN 

11. 

9. 
10. 

8. 

7. 

6. 

P~rusahaan Umum Daerah Air Minum Matawai Amahu yang selanjutnya 
disebut Perumda Air Minum Matawai Amahu adalah BUMD yang seluruh 
modalnya dimiliki Daerah, tidak terbagi atas saharn. 
Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan 
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Matawai 
Amahu yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum 
Matawai Amahu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air 
Minum Matawai Amahu dan memegang sega1a kewenangan yang tidak 
diserahkan kepada Direksi atau Dewan pengawas. 
Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Matawai Amahu yang 
bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 
Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum 
Matawai Amahu. 
Direksi adalah organ Perumda Air Minum Matawai Amahu yang 
bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Matawai Amahu 
untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Matawai Amahu serta 
rnewakili Perumda Air Minurn Matawai Amahu baik di da1am maupun di 
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 
Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Matawai Amahu. 
Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, 
cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan. 
Air Minum ada1ah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 
diminum. 

5. 



Pasal8 
(1) Modal Perumda Air Minum Matawai Amahu sampai Tahun Anggaran 2018 

sebesar Rp. 47.711.547.362 (Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus 
Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh 1'ujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh 
Dua Rupiah) 

(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan 
dari kekayaan daerah sebesar Rp. 1.232.880.124,22 (Satu Miliar Dua 
Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus 
Dua Puluh Empat Rupiah Koma Dua Puluh Dua Sen) adalah merupakan 
modal Perumda Air' Minum Matawai Amahu pada saat Pendirian di tam bah 
Penyertaan modal pemerintah Daerah dan modal yanf berasal dari 
kekayaan Pcrusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu'\J 

BABY 
PERMODALAN 

Pasal 7 
Perumda Air Minum Matawai Amahu didirikan untukjangka waktu yang tidak 
terbatas. 

Pasal 6 
(1) Kegiatan usaha Perumda Air Minum Matawai Amahu adalah mengelola 

dan pendistribusian Air Minum dan Air Bersih yang memenuhi standar 
kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat, secara merata, tertib 
dan teratur. 

(2) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berpegang pada 
prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosia1. 

BAB IV 
KEGIATAN USAHA DAN JANGKA WAKTU BERDIRI 

Pasal 5 
(1) Ruang lingkup pelayanan Perumda Air Minum Matawai Amahu meliputi 

semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan Air Min um, Air Bersih dan 
non air yang mendukung pendistribusian Air Minum dan/ a tau Air Bersih. 

(2) Perumda Air Minum Matawai Amahu dapat mengembangkan usaha baik 
yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum maupun selain Air Minum 
yang diusulkan oleh Direksi dan telah mendapat pertimbangan Dewan 
Pengawas. 

(3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
mendapat persetujuan Bupati. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup Pelayanan dan Wilayah Usaha 

Pasal 4 
Tujuan pendirian Perumda Air Minum Matawai Amahu adalah: 

a. memberikan pelayanan air minum dan/atau air bersih untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan 
mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan 
keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang 
baik; dan 

b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan 
peningkatan pendapatan asli daerah. 
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Pasal 10 
Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Matawai Amahu dilarang 
memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke 
atas, ke bawah atau ke samping, termasuk berdasarkan hubungan yang 
timbul lkarena perkawinan dengan pengurusan BUMD milik Pemerintah 
Daerah~ 

Pasal 9 
(1) Pengurusan Perumda Air Minurn Matawai Amahu dilakukan oleh Organ 

Perumda Air Minum Matawai Amahu. 
(2) Organ Perurnda Air Minum Matawai Arnahu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 
a. KPM; 
b. Dewan Pengawas; dan 
c. Direksi. 

Bagian Kesatu 
Um um 

BAB VI 
ORGAN PERUMDA AIR MINUM MATAWAI AMAHU 

(3) Modal Perurnda Air Minum Matawai Amahu sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) dapat berupa uang dan barang. 

(4) Sumber Modal Perumda Air Minum Matawai Amahu terdiri dari: 
a. penyertaan modal daerah; 
b. pinjaman; 
c. hibah; clan 
d. surnber modal lainnya. 

(5) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
dapat bersumber dari: 
a. Anggaran Pendapatan clan Belanja Dae rah; dan/ atau 
b. Konversi dari pinjaman. 

(6) Penyertaan modal daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan 
guna mcnambah modal Perumda Air Minurn Matawai Arnahu yang 
rnekanisrnenya dianggarkan dalarn Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

(7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat bersumber 
dari: 
a. Daerah; 
b. BUMD lainnya; dan/ atau 
c. surnber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(8) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat bersurnber dari: 

a. Pemerintah Pusat; 
b. Daerah; 
c. BUMD lainnya; dan/ a tau 
d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
meliputi: 
a. kapitalisasi cadangan; dan 
b. keuntungan revaluasi aset. 
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Pasal 13 
KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum Matawai 
Amahu apabila dapat mernbuktikan: . 
a. tidak mernpunyai kepentingan pribadi baik langsung rnaupun tidak 

langsung; 
b. tidak terlibat daJam perbuatan melawan hu1ftn yang dilakukan oleh 

Perurnda Air Minum Malawai Amahu; dRn/alau~ 

Pasal 12 
(1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Air Minum Matawai Arnahu 

mernpunyai kewenangan mengambil keputusan. 
(2) Kewenangan rnengarnbil keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (l} 

dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. 
(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) antara lain: 

a. perubahan anggaran dasar; 
b. pengalihan aset tetap; 
c. kerja sama; 
d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan 

dan/ a tau penyertaan modal; 
e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi 

cadangan dan keuntungan revaluasi aset; 
f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi; 
g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi; 
h. penetapan besaran penggunaan laba; 
i. pengesahan laporan tahunan; 
j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengarnbilalihan dan 

pembubaran Perurnda Air Minum Matawai Amahu; dan 
k. jaminan asct bcrjurnlah Icbih dari 50% (lirna puluh per scratus) dari 

jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum Matawai Amahu dalam l 
(satu} transaksi atau lebih. 

(4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3) 
dapat diberikan insentif yang bersurnber dari hasil pengelolaan kekayaan 
Daerah yang dipisahkan. 

(5) Besaran insentif pela.ksana kewenangan sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(4) ditetapkan berdasarkan: 
a. target kincrja Perumda Air Minum Matawai Amahu; 
b. klasifikasi hasil pcngelolaan kekayaan dacrah yang dipisahkan scsuai 

jenis bidang usaha; dan 
c. Japoran kcuangan Pcrumda Air Minum Matawai Arnahu. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pcmbentukan dan 
pendelegasian sebagian tugas dan kewenangan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalarn Peraturan Bupati. 

Bagian Ked ua 
KPM 

Pasal 11 
(l) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalnm 

pengembangan usaha Perumda Air Minum Matawai Amahu. 
(2) Ra pat sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) terdiri atas: 

a. rapat tahunan; 
b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum Matawai 

Arnahu; dan 
c. rapal luar biasa. 



Pasal 17 
(1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menandatangani kontrak 
kincrja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pcngawas. 

(2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud. pad~ryat 
(I) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direks1.J,/ 

Pasal 16 
( 1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. 
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi 

tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau 
lembaga profesional. 

(3) Ketentuan Iebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Pasal 15 
(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang 

bersangkutan harus mernenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, JUJUr, 

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen Perumda Air Minum Matawai Amahu yang 

berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; 
e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; 
f. bcrijazah paling rendah Strata I (S-1); 
g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar 

pertama kali; 
h. tidak pemah dinyatakan pailit; 
1. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris 

yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin 
dinyatakan pailit; 

J. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan 
k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau 

calon wakil kepala daerah dan/ atau calon anggota legislatif. 

Pasal 14 
(1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas 

pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak 
bertugas melaksanakan pelayanan publik. 

Paragraf 1 
Persyaratan dan Pengangkatan 

Bagian Ketiga 
Dewan Pengawas 

c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan 
kekayaan Perumda Air Minum Matawai Amahu secara melawan hukum. 
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Pasal 21 
(1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila: 

a. meninggal dunia; 
b. masa jabatannya berakhir; dan/ a tau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) DaJam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa 
jabatannva berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b anggota 
Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir 
masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa 
jabatannya. 

(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat _(2) wajib 
melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum \ctilaporkan 
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya~ 

Paragraf 3 
Pemberhentian 

Pasal 20 
(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) paling banyak terdiri atas: 
a. honorarium; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ a tau 
d. tantiem atau insentif kinerja. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas 
diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 2 
PenghasiJan 

Pasal 19 
Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masajabatan paling lama 4 (empat) 
tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Pasal 18 
(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. 
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah 

Direksi. 
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang 

anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai 
Ketua Dewan Pengawas. 

(4) Penentuanjumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas 
keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Air 
Minum Matawai Amahu. 

(3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai 
mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 

(4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan 
Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja. 

{5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan 
Pengawas. 



Pasal22 
(1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Air Minum Matawai 

Amahu dan diangkat oleh KPM. 
(2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalarnan, jujur, 

perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan 
mengembangkan perusahaan; 

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; 
d. memahami manajemen perusahaan; 
e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; 
f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1); . . . 
g. mempunyai pengalaman kerja paling singkat 5 [lima) tahll? d~ bidang 

manajcrial perusahaan berbadan hukurn dan pcrnah mcn:iunp~ t1?1; 
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan r11rg tinggi 55 

(lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama a t;~ 
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Paragraf 1 
Persyaratan dan Pengangkatan 

Bagian Keempat 
Direksi 

(4) La poran pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang 
atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas. 

(5) Laporan pen~san. tugas ak.hir masa jabatan anggota Dewan Pengawas 
Y~g berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan 
tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada 
KPM. 

(6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, 
pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Matawai Amahu 
dilaksanakan oleh KPM. 

(7) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena 
diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(8) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat 
dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan: 
a. Lidak dapal rnelaksanakan tugas; 
b. tida.k mela.ksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/ a tau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian 

pada Perumda Air Minum Matawai Amahu, Negara dan/atau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ a tau; 
g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran 
Perumda Air Minum Matawai Amahu. 

(9) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 
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Pasal26 
(1) Jumlah anggota Direksi Perumda Air Minum Matawai Amahu ditetapkan 

oleh KPM. 
(2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud paya ayat ( 1) paling 

sedikit l (satu) orang dan paling banyak 5 (Jima) orang.~ 

Paragraf 2 
Jumlah Dircksi 

PasaJ 25 
(1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun 

dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan kecuali: 
a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi 

yang sangal baik, dapat diangkat untuk rnasa jabatan yang keliga. 
(2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria: 
a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja 

dan anggaran Perumda Air Minum Matawai Amahu; 
b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa 

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode 
kepemimpinan; 

c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus 
persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan. 

Pasal 24 
(1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 23 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum 
diangkat sebagai anggota Direksi. 

(2) Ketentuan mengenai seleksi sebagairnana dimaksud dalam PasaJ 23 tidak 
berlaku bagi pengangkatan kernbali anggota Direksi yang dinilai mampu 
melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. 

(3) Dalam haJ anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib 
rnenandatangani kontrak kinerja. 

(4) Penandatanganan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi. 

Pasal 23 
( 1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melaJui seleksi. 
(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) sekurang-kurangnya meliputi 

tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau 
lembaga profesionaJ. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) dan ayat (2) diatur daJam Peraturan Bupati. 

J. 

lidak p~rnah mcnja<li unggola Dircksi, Dewan Pengawas atau Komi saris 
Y~ng dinyatakan bcr alah menyebabkan bndan u ah yang dipimpin 
dinyatakan puilit; 
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
merugikan keuangan ncgara atau kcuangan daerah; 

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; clan 
1. tidak scdang mcnjadi pengurus partai politik, caJon kcpala daerah atau 

caJon wakil kepala daerah dan/ a Lau calon anggota legislatif. 

l. 



Pasal 29 
(1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi: 

a. meninggal dunia; 
b. rnasa jabatannya berakhir; a tau 
c. diberhentikan sewaktu-waktu. 

(2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi 
wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir misajabatan paling 
Jam bat 3 (tiga] bulan sebelum berakhir masa jabatannya.~ 

Paragraf 5 
Pemberhentian 

Pasal 28 
(1) Penghasilan Direksi pada Perumda Air Minum Matawai Amahu ditetapkan 

oleh KPM. 
(2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

banyak terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ a tau 
d. tantiem atau insentif pekerjaan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Paragraf 4 
Penghasilan 

Pasal 27 
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, 

pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Matawai Amahu 
dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. . 

(2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumd~ A1~ 
Minum Matawai Arnahu untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi 
sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. 

(3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh 
anggola Dewan Pengawas atau Komisaris, pengurusan Perumda Air 
Minum Matawai Amahu dilaksanakan oleh KPM. 

(4) Dalam pelaksanaan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
KPM dapat menunjuk pcjabat dari internal Perumda Air Minum Matawai 
Amahu untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air 
Minum Matawai Amahu sampai dengan pengangkatan anggota Dewan 
Pengawas dan anggota Direksi definitif paling Jama 6 (enam) bulan. 

Paragraf 3 
Kekosongan Jabatan Direksi 

(3) P~nentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda 
Air Minum Matawai Amahu. 

{4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah anggota Direksi diatur dalam 
Peraturan Bupati. 
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Pasal 30 
(1) Penerimaan Pegawai dilakukan berdasarkan kebutuhan perusahaan yang 

bertujuan untuk meningkatkan pelayanan. . . . . 
(2) Pegawai di lingkungan Perumda Air Minum Matawai Amahu terdm dan: 

a. tenaga kontrak; dan 
b. pegawai tetap. . p . . 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penenmaan ~twru 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kesatu 
Pegawai 

BAB VII 
KEPEGAW AI.AN 

(3) Anggota Direksi sebagaim d" ak 
sisa pelak ana irn sud pada ayat (2) wajib melaporkan 

sanaan tugas pengurusan b I di . 1 (satu) bulan t lab b . ~ang e um ilaporkan paling lambat 
(4) B d se e erakhir masa jabatannya 

er asarkan laporan pengu . . ct· ak d rusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana 
dim ~u pada ayat (3),_ Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian 

5 
an re ornendasi atas kinerja Direksi kepada KPM. 

( ) Laporan se?agaimana dimaksud pada ayat (3) serta penilaian dan 
reko_mendas1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar 
P~rtlm?angan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota 
Dire ks 1. 

(6) Lapor~ pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang 
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan 
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan 
kepada KPM. 

(7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan 
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
pemberhenlian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. 

(8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan 
secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan: 
a. tidak dapat melaksanakan tugas; 
b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan/ atau ketentuan anggaran dasar; 
c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian 

pada Perumda Air Min um Matawai Arnahu, Negara dan/ a tau Daerah; 
d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap; 
e. mengundurkan diri; 
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau 
g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah 

Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran 
Perumda Air Minum Matawai Amahu. 

(9) Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) oleh KPM dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 



Pasal 34 
(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam 

jangka waktu 5 (Hrna) tahun. 
(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

memuat: 
a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; 
b. kondisi Perumda Air Minum Matawai Amahu saat ini; 
c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan re.i:icana bisnis; dan . 
d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, keb1Jak~ d_an program kerja. 

(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan 
Pengawas untuk ditandatanga~i bersama. . 

(4) Rencana bisnis yang tclah ditandatangent bersama Dejan Pcngawas 
disarnpaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan\J 
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Bagian Kesatu 
Rencana Bisnis 

BAB IX 
PERENCANAAN 

Pasal33 
(1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum Matawai Amahu wajib 

diikutsertakan pada program pensiun. 
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun Direksi dan Pegawai 

diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 
DANA PENSIUN 

Pasal 32 
Perurnda Air Minum Matawai Amahu wajib mengikutsertakan Pegawainya 
pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua dan jaminan sosial lainnya 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pasal 31 
(1) Pegawai Perumda A" M" M · . tr n~um atawai Amahu memperoleh penghasilan 

y~ng _ad1l dan layak sesuai dengan be ban pekerjaan tanggung jawab dan 
kinerja. ' 

(2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Air Minum Matawai 
Amahu sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum 
Matawai Amahu. 

(3) Pen~~asilan Pegawai Perumda Air Minum Matawai Amahu paling banyak 
terdiri atas: 
a. gaji; 
b. tunjangan; 
c. fasilitas; dan/ atau 
d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Air Minum 
Matawai Amahu diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 1 
Penghasilan 

Bagi an Ked ua 
Penghasilan 



sesuai 
Pasal 37 

( 1) Pengurusan Perumda Air Min um Mataw~ Amahu dilaksanakan 
dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. ~ 
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Bagian Kedua 
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik 

Pasal 36 
(1) Operasional Perumda Air Minum Matawai Amahu dilaksanakan 

berdasarkan standar operasional prosedur. 
(2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi clan disetujui oleh 

Dewan Pengawas. 
(3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara 

berkesinam bungan. 
(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

sedikit memuat aspek: 
a. organ; 
b. organisasi dan kepegawaian; 
c. keuangan; 
d. pelayanan pelanggan; 
e. resiko bisnis; 
f. pengadaan barang dan jasa; 
g. pengelolaan barang; 
h. pemasaran; dan 
i. pengawasan. . 

(5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disarnpaikan kepada Sekretaris Daerah. 

Bagian Kesatu 
Standar Operasional Prosedur 

BABX 
OPERASIONAL 

Pasal 35 
(1) Dir~ksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan 

penjabaran tahunan dari rencana bisnis. 
(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 

sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. 
(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan 

Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani 
bersama. 

(4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan 
Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. 

Bagian Kedua 
Rencana Kerja dan Anggaran 

(5) Rencan bi · 
perj .. a kisms seb~gai1?ana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar 

anjian ontrak kinerja. 
(6) Ren b. · M c~a isms sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada 

enten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 



Pasal 39 
(1) Perumda Air Minum Matawai Amahu dapat melakukan kerja sama dengan 

pihak lain. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus saling 

menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, 
masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama. 

(3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum Matawai Amahu dengan 
pihak Iain merup~n kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme 
internal perusahaan.~ 

Bagian Keempat 
Kerjasama 

Pasal 38 
(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum Matawai Amahu 

dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. 
(2) Ketentuan Iebih Ianjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air 

Minum Matawai Amahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 
Peraturan Bupati. 

Bagian Ketiga 
Pengadaan Barang dan Jasa 

(2) ;a tad. ~elola P~ru~ahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
er in atas pnnsip: 

a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. pertanggungjawaban; 
d. kemandirian; dan 
e. kewajaran. 

(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) bertujuan untuk: 
a. mencapai tujuan Perumda Air Min um Matawai Amahu · 

' b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum Matawai Amahu agar 
perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional 
maupun internasional; 

c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum Matawai Amahu secara 
profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan 
meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum Matawai Amahu; 

d. mendorong agar Organ Perumda Air Minum Matawai Amahu dalam 
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral 
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 
serta kesadaran tanggungjawab sosial terhadap pemangku kepentingan 
maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum Matawai 
Amahu; 

e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum Matawai Amahu dalam 
perekonomian nasional; dan 

f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi 
nasional. 

(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagairnana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi. 
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Pasal 41 
(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan 

tahunan. 
(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan 
kepada KPM. 

(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaika~ paling 
larnbat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.~ 

Paragraf 1 
Pelaporan Dewan Pengawas 

Bagian Kesatu 
Pelaporan 

BABXl 
LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH 

Pasal 40 
( 1) Perumda Air Min um Matawai Amahu dapat melakukan pmjarnan dari 

lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan surnber 
dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi. 

(2) Dalam hal pmjarnan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
mempersyaratkan jarninan, a set yang berasal dari hasil usaha Perumda Air 
Minum Matawai Amahu dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan 
pinjaman. 

(3) Dalam hal Perumda Air Minum Matawai Amahu melakukan pinjaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak 
dipersyaratkan jaminan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum Matawai 
Amahu diatur dalam Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima 
Pinjaman 

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan asel tetap yang dirniliki 
Perumda Air Minurn Matawa.i Arnahu, kerja sama dimaksud dilakukan 
melalui kerja sama operasi. 

(5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku 
ketentuan: 
a. disetujui oleh KPM; 
b. laporan keuangan Perumda Air Minum Matawai Amahu 3 (tiga) tahun 

terakhir dalam keadaan sehat; 
c. tidak boleh rnelakukan penyertaan modal berupa ta.nah dari Perumda 

Air Minum Matawai Amahu yang berasal dari modal Daerah; dan 
d. rnemiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utarna. 

(6) Perurnda Air Minum Matawai Amahu rnernprioritaskan kerja sama dengan 
BUMD milik Pernerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama 
daerah. 

(7) Pernerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air 
Minum Matawai Amahu untuk melaksanakan kerja sama. 
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Pasal 43 
(1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum Matawai Amahu paling sedikit 

memuat: 
a. laporan keuangan; . 
b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum ~atawru Amahu; 
c. laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial clan hngkungan; hi 
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yan~akmempeaknga~ ~ 
e. Iaporan mengenai tugas pengawasan yang telah dil san an o e 

Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau; I 
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan N 

Paragraf 3 
Laporan Tahunan Perumda Air Minum Matawai Amahu 

Pasal 42 
(1) Laporan Direksi Perumda Air Minum Matawai Amahu terdiri dari laporan 

bu1anan, laporan triwulan dan laporan tahunan. 
(2} Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagairnana dimaksud pada ayat 

(1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang 
disampaikan kepada Dewan Pengawas. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan 
keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani 
bersama Direksi dan Dewan Pengawas. 

(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagairnana dimaksud pada 
ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM 
paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima. 

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling 
Iambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM. 

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan 
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan 
alasannya secara tertulis. 

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 
kepada Menteri. 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi 
laporan tahunan Direksi diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 2 
Pelaporan Direksi 

(4) Laporan tahunan sebagaimana di ak . 
]~bat 90 (sembilan puluh] hari ~ ~ud pada ayat (2) disampaikan paling 
~num Matawai Amahu ditutup. erja setelah tahun buku Perumda Air 

(5) KP:.ran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh 

(6) Dalam hal terdapat D p 
tahunan seb . ew~11 engawas tidak menandatangani laporan 
al agaunana dirnaksud pada ayat (4) harus disebutkan 

asannya secara tertulis. 
(?} Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan 

penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam 
Peraturan Bupati. 
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Pasal 46 L 
(1) Perumda Air Minum Matawai Amahu berkewajiban menjadi anggota 

Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. 

BAB XII 
ASOSIASI 

PasaJ 45 
(1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Matawai Amahu diatur dalam 

anggaran dasar. 
(2) Penggunaan laba bersih setelah dikurangi pajak ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. bagian laba Pemerintah Daerah/Kas Daerah sebesar 55% (lima puluh 

lima per seratus); 
b. cadangan sebesar 20% (dua puluh per seratus); 
c. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai 

sebesar 5% (lima per seratus); dan 
d. besaran penggunaan sisa laba bersih sebesar 20% (dua puluh per 

seratus) ditetapkan oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
setiap tahun pada tahun berikutnya. 

(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sampai 
dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh per 
seratus) dari modal Perumda Air Minum Matawai Amahu. 

(5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah 
melebihi jumlah 20% (dua puluh per seratus], KPM dapat memutuskan 
agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan 
Perumda Air Minum Matawai Amahu. 

(6) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum Matawai Amahu ditetapkan 
setiap tahun oleh KPM. 

Pasal 44 
(1) Tahun Buku Perumda Air Minum Matawai Amahu adalah tahun takwirn. 
(2) Tahun takwim sebagairnana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal 1 

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 

Bagian Kedua 
Tahun Buku dan Penggunaan Laba Bersih 

g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk 
tahun yang baru lampau. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 
sedikit memuat: 
a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan 

dengan tahun buku sebelumnya; 
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

----------·-------~-· - 



19 

Pasal 49 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur Nornor 8 

Tahun 1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Matawai 
Arnahu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 1991 Nomor 
1 ); 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang 
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 172, 
Tambah~ Lembaran .oaerah Kabupa~,n Sumba Timur Nomor 186); 

dicabut dan dmyatakan tidak berlaku lagt.~ 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari 
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumba Timur Nomor 8 Tahun 
1991 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Matawai Amahu tetap 
berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. 

BAB XIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 47 
(1) An_ggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi wajib dengan itikad 

b~k ~an tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda 
Air Minum Matawai Amahu. 

(2) Setiap anggota Dewan Pengawas dan/ atau anggota Direksi bertanggung 
jawab pen uh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai 
menjalankan tugasnya. 

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan 
Pengawas dan/ a tau anggota Direksi yang karena kesalahan atau 
kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Air Minum Matawai 
Amahu kecuali anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi yang 
bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut d.an 
disetorkan ke rekening kas umum daerah. 

BAB XIlI 
TANGGUNG JAWAB 

(2) Perumda Air M. M . 
Perusah Ai mu~ atawai Amahu dapat mernanfaatkan Persatuan 
menjem:~ ; _Mmum ~eluruh Indonesia sebagai asosiasi yang 
Amah . egiatan kerja sama antar Perumda Air Minum Matawai 

d
. Pu u didalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait 
I sat dan Daerah. 
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\ NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
~PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 0.Z 

Diun angkan di Waingapu 
pad taoggal .2.3 ,AG(;srvs zot.3 

· SDAERAH 1 
, . SUMBA TIMUR, 

ic 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnernerintahkan pengundangan Peraluran 
Daerah ini dengan penernpatannya dalarn Lernbaran Daerah Kabupaten 
Sumba Timur. 

Pasal 51 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal50 
Peraturan Bupati b · 1 k . dit t k . se agar pea sanaan dari Peraturan Daerah ini hurus 

1 e ap an palmg lama 1 {satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini 
diundangkan. 
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Pnsnl l 
ukup jclus. 

P isul 2 
ukup ,J ·Ins 

Pmml :l 
Cukup jclns. 

f'm1ul ·l 
ukup jelns, 

PuSltl 5 \ 
.ukup jcl. s.~ 

H. PASAL DEMI PASAL 

11111111< t111'l11lcr1111111lc1111 nln1111111I d1wf'tll1 d1d11111 p1·11w1111l11111 1dc1111 nir 
ll1·rr1llt, p11d11 '1'11111111 1'11> I dldidl<1111 l'i:n11111'1111111 1)111:rnlt Air Mi1111m 
M11lmv11I A1111d111 d1·111:1111 l'<'l'l1l11rt111 l)1u:r11h l(11l111p11IC'tt 1>111:rnh 'l'i111~lrnl II 
:l11111l111 'J'i111111 N11111,11·>1 'J'ult1111 1')')1 1,·11111111: Jl,·11rli1i1111 l'1·111111,l111/111 l>111:n1l1 
/\it' Ml1111111 M11l11w11I /\1111d111. 1'1·111111111111111 D11t:rnli y11111~ didirikun 
I 11'1 <1111111 rl 1111 I 11·111 I II rn 11 I )111· 111 Ii I 1 ·rnc:l,111 d11 l11111 pc: rkc: 11I>1111g111111y11 per I u 
dl:11·1111 ailrn11 clc-111:1111 lwrl>111:11i kl'll't1l111111 pcr.u urun per l111d:1111: 1111d:111g.111 
v11111: l>11n1, yukn i d<'111:1111 IJ11d11111: ll11d11111: Nornor j!:J '1'11'11111 ~01'1 lc11lung 
Pc·1111'l'i11l11l11111 l)11C'rt1lt :wl1111:11i111111111 ld11h di111>11'1 l><:IH:nip11 kuli terukhir 
dl'll/'.1111 ll11d1111~: ll11d1111g N11111or q T11lt1111 ).()I!> lc11l1111g Pcruhuhnn Kcduu 
Al11:1 U11dn1i,: LJ11d11111•. N111llnr :1.1 '1'11ln111 '.!.() I 'I 11'11111111: J1c111i:ri11tnl11111 Ducrnh 
y1111g 11w11:1y11rnllw11 l11·11<liri1111 lllJMI) di11·111pk1111 dc·11~:1111 1'1·rn111rn11 Dncrnh 
d1111 p<'n1ll11h1111 1>11<11111 h11lrn111 dnri Pcrwml1111111 Ducrnh mcnjucli 
l'l'rwmli111111 U11111111 l>ll<'l'llh dun 11111111< 11wl1tlrn111111k1111 kctcutuun tcrscbut 
11'11111 dill'l11pl.:1111 J>,·11111111111 1'1·11w1 i11111l1 N11111111· .'i'l '/'11/11111 2017 1,:11l1111e 
l111cl1111 lJ1-111h11 Milik Dn<'rnh .v1111g nu-uvcbuhkun pcrubnhun mcndnsur puda 
1'<'1'111111'1111 U11crnh l\1d>11p11tc11 Dncrnh Ti11glrnl II Surnbn Ti111ur Nm nor 8 
T11hu11 I 'l1) I 1('1111111,: Pc11cliri1111 J>crus:111111111 Dncrnh Air Minurn Mntawui 
A11111h11. 011'11 k11n·111111y11, kcbut uhnn 11111111< mcnycxuuiknn Pcrut urnn 
1)11('rnh l<'rscl>11t, d1·111•1111 s111>s11111si pcrnturnn r irundnng-undung ynng 
I ·l>ilt t i11g~i 111c11j11di s11111 u l<c11isc11y1111n. 

l'1·11ycs1111i1111 y1111g hcrimplikuxi bcrubnhuyn aubstunxi dun 
si:-:t<·111111ilrn tidnk cl:tpnl dihindnri, sd1inggn Pcrnturnn Dncrnh Knbupat .n 
Dm•rnh Ti11glwt II ~1111ilm Timur Nomor 8 Tuhun I l 9 I tcntnng Pcndiriun 
l'cn1~.ult111111 Dncrul: Air Mi1111111 M11t11w11i A111ult11 pcrlu dicubut dun digu11ti 
dc11,:1111 1111·11<·d1i11<,111 /'('rt1l11nr11 l>1l<'nil1 l111ru. ~cl11in ilu p<'11yc:sui11n inijug11 
di11111ks11dk1111 11111ulc 111c·111<·11uhi cli1111111ilw d1111 tuututnn pcrkcmbungun 
d1111i11 bisni» uni uk 111c1wrnplc1111 tutu kclolu pcrusnhnnn ynng baik (goorl 
cocporau: uo11,:111w1c1!), 111 ngoprimnlkun pcngclolaun pcrusnhunn yang 
profcslonnl, cfcktif dun cfcsicn. 

I\. llMIIM 

'l'l•:N'I'/\ NC I 
1'11~1~11::/\11/\AN lJMlJM l)Al•:l~/\11 All~ MINIJM MATAWAI I\MI\IIIJ 

I 'l•:N, 11,;1,I\; lA N 
l\'l'A: I 

1•1,;1•N1'lll'I\N l>/\l•:11/\II 1(/\111111/\'l'l•:N 111/Mlt/\ 'l'IMIJU 
NOMUI~ :; 'l'A II IJ N ~!O l' 1 
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Pasal 9 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup je1as. 

Pasal 19 
Cukup jelas.l 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup je1as 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Ayat (4) 

Cukup jelas 
Ayat (5) 

Cukupjelas 
Ayat (6) 

Cukupjelas 
Ayat (7) 

Cukupjelas 
Ayat (8) 

Cukupjelas 
Ayat (9) 

Huruf a 
Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah 
penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah 
selisihrevaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. 

r 
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Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal25 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal34 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 I 
Cukup jelas.~ 
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P ,~ .. al 47 
Cul up j,·1.i~ s , 

I , ·,r I •1 ~ . 

. .ukup j ·J 1~ •. 

P.1~,ll .,lq 
C'1Jku1 Jrl11· 

P.1~11 50 
.ukup Jd.i~ .. 

1.i. ,ii :;1 
.ukup wt 1 ••• 


